KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 17 SALATIGA
NOMOR Yy TAHUN 1999 SERIV No. A,

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG
LA O S T = B Y &
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHA"‘AN
KOT}‘\MADYA‘ DAERAH TINGKAT II SALATI(‘A

DENGAN_RAHMAT TUH%y YANG MAHA, ESA

+

WALIKGTAMADYA KEPALA DAERAH llNGKAT IT SALATIC.

Menimbang : a. bahwa dengan Kkeiuvitnya Feputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Kepu-
tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kesehatan, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Dati II Salatiga Nomor 3
Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas kesehatan Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga perlu ditinjau dan
disempurnakan;

b. bahwa penyempurnaan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kesehatan secazaimana Jimaksud
pada huruf a di atas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II
Salatiga.



A

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang Undang Nomor S5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
. .Kesehatan ;

4.-Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 . -

tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Ver-
tikal di Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992
tentang Perubahan Batas Wilavah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang ;

7. Keputusan “Bersama Menteri Kesehatan dan
Menteri Dalam Negeri Nowmor 48/MENKES/SKB/
11/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang
Tetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1987. tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang
Kesehatan kepada Daerah ;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/
Men.Kes/SK/I11/1982 Tahun 1982 tentang
Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;

9. Keputusan Menter1 Dalam Negeri Nomor 39 Ta
hun 1992 tentang Pedoman Organ1sa31 Dlnas
Daerah ; ’

10. Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 21 Ta
hun 1994 tentang Pedoman Organisasi
Dinas Kesehatan .

Memperhatikan : Surat Menteri Kecehatan Nomor OT.01.SJ.VI1.
: C0A9 tanggal 14 Januari 1994 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga,
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1I

SALATIGA TENTANG CRGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN XOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1I
SALATIGA.
B AB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.

(1)

Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatlga -
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Tingkat II
Salatiga ;

Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Salatiga 1

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah

Tingkat II Salatiga ;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Dae

rah Tingkat II Salatiga ;

. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan urusan Pemerintah dibidang Kesehatan. yang
telah diserahkan dan tugas pembantuan ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah UPTD Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga;

Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayan-
an upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di
wilayah kerja tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Dinas Kesehatan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah
di bidang Kesehatan;
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(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yvang
berada di bawah dan bertanggung- jawab kepada Walikotama-
dya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan seba-
gian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kesehatan yvang
menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberi-
kan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan
Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi

a. pembinaan umum di bidang Kesehatan meliputi pendekatan
peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobat-
an (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan
kebi jaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah ;

b. pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan da-
sar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan ke-
bi jaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

c. pembinaan Operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetap-
kan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Pola Organisasi Dinas Kesehatan ditetapkan Pola Maksimal.



(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas:
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Kesehatan;

-Seksi P2P;

. 'Seksi Penyehatan Lingkungan;

Seksi Kesehatan Keluarga;

. Seksi PKM;

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan ma51ng—maS1ng Seksi sebagaima-
na dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(3) Bazan Orzanisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pa
da ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpiszhkan dari Peraturan Daerah
ini.

.
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Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
penyusunan rencana program, kepegawaian, keuangan, surat-
menyurat, Humas dan protokol, penyusunan data statistik,
penggandaan gerlenglapan, tugas-tugas umum serta pembuatan
laporan kerja dinas.

~ Pasal 8

Uncuk mcnyelenggarakean tugas terspbut cada Pasal 7, Sub

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pengelolaan urusan surat- menyurat, perlengkapan, kerumah
tanggaan, penggandaan, humas dan protokol serta urusan
umum;
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. pengelolaan urusan administrasi Kepegawaian dan latihan

pegawai ;
pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan;

. penyusunan rencana dan program, penyusunan data statis-

tik, penyusunan laporan kerja dinas serta penyebaran
informasi kesehatan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Perencanaan dan Informasi Kesehatan;
b. Urusan Kepegawaian;

c. Urusan Keuangan;

d. Urusan Umum.

Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata
Usaha.

Pasal 10
Urusan Perencanaan dan Informasi Kesehatan mempunyai tu-
gas penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan
pengolahan data dan penyusunan data statistik serta

menyebarkan informasi kesehatan dan penyusunan laporan.

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administra
si, kesejahteraan dan latihan pegawai.

Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan
perbendaharaan.

Urusan Umum mempunyai tugas mengelola surat-menyurat,

- perlengkapan, penggandaan, pengadaan, kerumahtanggaan

dan tugas—-tugas umum.
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Bagiaanetiga
Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembang
an rumah sakit, puskesmas dan usaha kesehatan khusus, pembi-
naan usaha pemulihan kesehatan serta peningkatan mutu pela-
yanan Rumah Sakit.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 Peratur-
an Daerah ini, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

a.

pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan
peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit serta menganalisa
laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan -Rumah
Sakit;

pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan pengembangan dan
mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta penga-
daan alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas
Pembantu;

- pengumpulan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan Rumah

Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa/Khusus;

penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat ke
sehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-
obatan dan alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskes—
mas Pembantu. '

Pasal 13

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

a. Sub Seksi Rumah Sakit;

b. Sub Seksi Puskesmas; )
Cc. Sub Seksi Kesehatan Khusus;
d. Sub Seksi Kefarmasian.
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(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal 1ini, dipimpin oleh seorang kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pela-
yvanan Kesehatan.

Pasal 14

(1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penvelenggaraan pembinaan pengembangan Rumah Sakit, mutu
pelayanan Rumah Sakit serta pelaksanaan pengawasan
pzlayanan Rumah Sakit.

(2) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penyelenggaraan pembinaan, pengawasan  perkembangan
Puskesmas dan pengelolaan obat-obatan.

{3) Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunvai tugas mengumpulkan
bahan penyelenggaraan pembinaan Rumah Sakit Jiwa, Rumah
Sakit Kusta, Balai Pengobatan Mata dan mengkoordinasikan
laporannya.

{4) Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tuegas mengumpulkan baban
penvusunan rencana kebutuhen obat-obatan dan alat-alat
kesehatan pada Prskesmas dan Puskesmas pembantu serta
pengawasan pengelolaan obat-obatan.

Bagian Keempat
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 15

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas
menyiapkan 1encana penyelenggnraan kegiatan pengamatan,
pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit, imunisasi
serta penyakit yang bersumber dari binatang.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peratur-
an Daerah ini, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
mempunyai fungsi :
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perencanaan Kegiatan, pemberantasan, pengawasan penyakit
menular dan penelitian kemungkinan terjadinva wabah
penyakit;

evaluasi, monitoring pelzksanaan, pencegahan, pemberantas
an penyakit menular dan imunisasi;

. penyebarluasan informasi cara- cara pemberantasan sumber-

sumber penyakit menular.

Pasal 17

(1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri

(2)

(1)

(2)

(3)

dari :

a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;

b. Sub Seksi Pencegahan Penvakit ;

c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber bina-
tang ;

d.  Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.

Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi -Pence-
gahan dan Pemberantasan Penyakit. e

Pasal 18

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mengumpul-
kan bahan rencana penelitian, pengamatan dan tindakan
kemungkinan terjadinya wabah penyakit.

Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpui-
kan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan vaksinasi
rutin dan insidentil pada Puskesmas, Posyandu, Unit
Pelayanan Kesehatan lainnya serta menganalisa hasil
penelitian penyakit.

Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber Binatang
mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan
pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit
malaria, demam berdarah, anthrax, dan pemberantasan
vektornya serta penyebarluasan informasi cara pemberan-
tasan penyak1t yang ditularkan melalui vektor.
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(4) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempu-—
nyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberan-
tasan penyakit menular langsung dan menyebarluaskan
informasi cara pemberantasannya.

Bagian Kelima
Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 19

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengum
pulan bahan penyelenggarean kegiatan kebersihan lingkungan
dan kebersihan tempat umum serta usaha peningkatan kebersih-
an dan kesehatan masyarakat.

Pasal 20
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Peratur-
an Daerah ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai
fungsi :

a. pengumrpulan pensistemasian dan penganalisaan data kegiat-
an kebersihan tempat-tempat umum serta mengkoordinasikan
usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat ;

b. pergumpulan dan pensistemasian bahan pembinaan pengawasan
kualitas air dan lingkungan ; ,

c. pengumpulan dan pensistemasian data kebersihan lingkung-
an, pembinaan serta mengkcordinasikan kegiatan penyeleng-
garaan kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan pemu-

. kiman ;

d. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan terhadap perusa-
haan makanan den minuman serta - pembinaan pengarahan
kepada rumah makan dan restoran. .

Pasal 21

(1) Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
a. Sub Seksi Penyechatan Tempat-tempat umum ;
b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;
c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
d. Sub Seksi Penyehatan makanan dan minuman.
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(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal 1ini dipimpin oleh seorang kepala yang. berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penye-
hatan Lingkungan. :

Pasal 22

(1) Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas
mengumpulkan dan mensistemasikan bahan pelaksanaan
kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat—-tempat
umum.

(2) Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempu-
nyai tugas mengumpulkan dan mensistemasikan bahan pembi-
naan serta petunjuk cara pembuatan air bersih dan kese-
hatan lingkungan kepada masyarakat.

(3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tu-
gas mengumpulkan bahan rencana dan koordinasi kegiatan
peningkatan kebersihan lingkungan dan pemukiman.

(4) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas
mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan industri makan-
an dan minuman serta rumah makan dan restoran.

Bagian Keenam
Seksi Kesehatan Keluarga

pasal 23

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan kegiatan
pemeriksaan, pelayanan kesehatan Ibu Anak dan Keluarga pada
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Unit Pelayanan Kesehatan
serta pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Keluarga Berencana .

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23 Peratur-

an Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

a. pengclahan bahan penyelenggaraan Usaha-usaha pembinaan ke
sehatan Ibu, anak dan pelayanan Keluarga Berencana ;
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(2)
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(2)
(3)

(4)
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. pengumpulan bahan, memonitor status dan pengaturan gizi

masyarakat melalui Puskesmas;

pengolahan bahan Pembinac: Rumzh: Sakit, Puskesmas dan Pus
kesmas Pembantu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehat-
an anak, serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan kese-
hatan penderita usia lanjut ;

. penzumpulan bahan pembuatan laporan Penyelenggaraan Peme-

riksaan ibu hamil, anak serta kesejahteraan ibu hamil dan
keluarga berencana . ?

Pasal 25

Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari :

a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana -
b. Sub Seksi Gizi;

c. Sub Seksi Kesehatan Anak ;

d. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut ;

Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yang berada
dibawah dan bertenggung jawab kepada Kepala Seksi Kese—
jahteraan keluarga.

Pasal 26

Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai
tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan Usaha Kesehatan
‘dan' pelayanan Kesehatan Ibu serta Keluarga Berencana.
Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpu lkan bahan pembi- .
naan pengaturan, dan memonitor gizi masyarakat.

Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas mengumpulkan ba
han penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan
kesehatan anak melalui Rumah Sakit, Puskesmas serta -
Puskesmas Pembantu.

Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas mengum—
pulkan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan -
kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup
sehat orang usia lanjut. 2= :
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Bagian Ketujuh
Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 27

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas mela-
kukan bimbingan, program penyuluhan dan penyuluhan langsung
serta pengawasan, teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 27 Peratur-
an Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempu-

nyai fungsi :

a. pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan masya
rakat melalui mass media ;

b. pengumpulan bahan kegiatan dan pelaksanaan bimbingan pe-
nyuluban langsung serta teknis penyuluhan kesehatan
masyarakat ; ’ ?

c. pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha pengobatan kese-
hatan institusi ;

d. pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bim-
bingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 29

(1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
b. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat ;
c. Sub Seksi Sarana dan Metode;
d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana .dimaksud ayat (1)
Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyu-
luhan Kesehatan Masyarakat.
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- 14 -

Pasal 30 -

Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyelenggaraan upaya Kesehatan Ins-
titusi pemantapan kerjasama lintas sektoral, peningkatan
derajad kesehatan murid sekolah dan karyawan.

Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas mengum-—
pulkan bahan pengembangan potensi dan peran serta masya-—:
rekat dalam bidang kesehatan serta peningkatan kemampuan
motivasi aparat kesehatan.

Sub Seksi Sarana dan Metode mempunyai tugas mengumpulkan
bahan pengembangan materi penyuluhan kesehatan dan pe-
ningkatan kemampuan serta ketrampilan aparat Kkesehatan
dalam memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan.

Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas me-
ngumpulkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan
penyebar luasan informasi kesehatan serta pemanfaatan
sarana dan metode penyuluhan kesehatan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

pasal 31

Unit Pelaksana Tecknis Dinas Kesehatan adalah Pelaksana
Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dinas Kesehatan di bidang Rumah Sakit Umum, Rumah
Sakit : Khusus, Sekolah Kesehatan, Laborator1um dan Fus-
kesmas.

Unit Pelaksana Teknls Dinas d1p1mp1m oleh seorang Kepala
yang berada dibawah dan. bertanggung Jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dapat dibentuk setelah
memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
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Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

(2)
(3)

(1)
(2)

dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuh-
an dan beban kerja.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B,AB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 35

Kepala Dinas Kesehatan diangkat .dan diberhentikan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul
Walikotamadya Kepala Daerah ..

Kepala Unit Pelaksana Teknls Dinas Kesehatan Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga diangkat dan diberhentikan
oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegEWal-
an diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.



- 16 -

Bagian Kedua
Hubungan Ker ja

Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan dan Instansi
Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koor-
dinasi/ hubungan kerja dengan cara sevaik-baiknya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan wajib menye
lenggarakan koordinasi baik fungsional regional, maupun
fungsio-nal diagonal dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 37

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebi jaksana-
- an yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

(2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina,
membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu
pelaksana dan penunjang yang berada di lingkungan dinas-
nya.

BAB v
KETENTUAN LAIN- LAIN -
Pasal 38

Pembentukan Jabatan Wakil Kepala Dinas Kesehatan dapat di-
mungkinkan, setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri, dan terlebih dahulu berkonsultasi
dengan Menteri Kesehatan serta Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah.
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B AB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini; maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun
1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keseha-
tan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 40
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepan-
jang menyangkut pelaksanaan pengaturannya diserahkan kepada
Walikotamadva Kepala Daerah.

Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

_ Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA XKEPALA DAERAH

KOTAMADYA DATI II GALATIGA. TINGKAT II SALATIGA
KETUA
cap. ttd. cap. ttd.

SUGIHARDJO Drs. SUWARSO
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DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan Nomor 188.3/60V/1999 Tanggal 3 Mei 1999
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

cap. ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga Nomor 14 Targgal 10 Mei 1999
Seri D No.4
SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

cap. ttd.

SOEDARMADJI , SH.CN

Pembina Tingkat I
NIP. 500 049 476



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT II SALATIGA

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan amanat Pasal 49 ayat (2) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1374 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah dan ketentuan pelaksanaan vang tertuang di dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977
tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Ferja Dinas Daerah scrta Peraturar. Pemerintah Nomor 50
Tahun 1952 feuncang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada
Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kcta Besar Dan Kota
Kecil Di Jawa, maka pada tahun 1981 Pemerintah Kotame-
dva Daerah Tingkat II Salatiga telah melaksanakan
ketentuan yuridis tersebut di atas dengan menetapkan
Peraturan DPaerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga. ,

Dalam rangka meningkatkembangkan kelancaran penyeleng-
garaan tugas-tugas umum peunierintahan, kemantapan pelak-
sanaan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas
pelayanan prima kepada mosyarakat khususnya di bidang
kesehatan sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran
penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada
Dasrah Tingkat II di masa yang akan datang, maka Peme-
rintah Pusat telah menetapkan kebijaksanaan penataan
kelembagaan yang terkait dengan bidang kesehatan yang
antava lain diatur dalam kepatusan Menteri Msiam Negeri
Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dinas
Kesehatan.



Berdasarkan Keputusan Menteri Palam Negeri Nomor 21
Tahun 1994 di atas dan dengan mengacu pada Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedo-
man Organisasi Dinas Daerah, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penye-
lenggaraan Otonormi Daerah Dengan Titik Berat Pada
Daerah Tingkat II, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor .
6 Tahun 1996 ctentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21, 22 dan 23 Tahun 1994 dan
Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 6 September 1995
Nomor 061/2933/SJ perihal Persetujuan Dinas Kesehatan
Kotamadva dan Dinas Peternakan dari Pola Minimal menja-
di Pola Maksimal serta Surat Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1995 Nomor
061/19433 perihal Peningkatan Pola Organisasi Dinas
Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menetapkan
kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

I1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d.3 : Cukup Jelas

Fasal 4 : Pelayanan Kesehatan Dasar adalah
pelayanan kesehatan yang dilaksa-
nakan di Puskesmas, Puskemas Pemban
tu, Puskesmas Keliling, Pos Obat

Desa, Poliklinik Bidan Desa, Posyan

du yang meliputi :

- kesehatan ibu dan keluarga beren-
cana ;

- kesehatan anak, kesshatan usia
lanjut/gizi, kesehatan gigi dan
usaha kesehatan sekoiah.

Cukup jelas

Penyakit menular langsung adalah

Penyakit yang dapat menular dari sa

tu individu ke individu yang Jain

tanpa melalui vektor penyakit.

Pasal 5 s.d. 16
‘Pasal 17



Pasal 18 : - Vaksinasi rutin adalah Kegiatan
pemberian vaksin dalam rangka imu
nisasi dengan sasaran dan jadwal
yang telah diprogramkan.

— Anthrax adalah Penyakit vang di-
sebabkan oleh Bacilus bubraxis.

- Pemberantasan vektor adalah kon-
trol terhadap populasi binatang
mnenular penyakit.

Pasal 19 s.d. 41 : Cukup Jelas
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KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il SALATIGA DAERAH TINGKAT Il SALATIGA
NOMOR : 1 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 JANUARI 1999
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